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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Biro
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
dapat menyelesaikan Perubahan Renstra SKPD Tahun 2021-2026.

Biro Administrasi Pembangunan merupakan salah satu unit kerja yang
berada di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai
tugas untuk menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan
koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap
Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Pembangunan dilingkup OPD

Sumatera Barat serta Kabupaten/Kota.

Renstra Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021-2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan
dalam penyusunan Renstra ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat
kami harapkan.

Padang,
PALA BIRO ADMIN

uni 2021 A/
| PEMBAXIGUNAN

Drs. LUHUR BUDIANDA SY, M.Si
Pembina Utama Muda / NIP. 19701006 198908 1 001
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dalam
pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah
adalah strategis awal dalam menyusun rencana strategis pembangunan yang harus dilakukan
secara komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan sinkronisasi dan koordinasi
yang berkelanjutan melalui tahapan yang jelas, mulai dari tata cara penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanan sesuai Peraturan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 8 Tahun 2008, sehingga perencanan pembangunan daerah merupakan satu
kesatuan dalam sistem perencanan pembangunan nasional sesuai dengan rumpun bidang
tugas pokok dan fungsinya agar diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengamanahkan kepada Satuan Kerja Pemerintah
Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 merupakan rancangan dokumen perencanaan
yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi
Pembangunan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 berpedoman
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan
RPJM Nasional. Selain itu juga memperhatikan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor
74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Renstra merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program
dalam RPJMD Provinsi Suatera Barat tahun 2021-2026 kedalam sirategl pembangunan
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sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat, sehingga Rancangan Renstra ini merupakan pedoman bagi
penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran Biro Administrasi Pembangunan kurun waktu
2021-2026.

Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Sumatera
Barat periode 2021-2026 menyajikan agenda utama Biro Administrasi Pembangunan dalam
mengantisipasi masalah, isu-isu strategis dan kendala yang berhubungan dengan tugas
pokok dan fungsi yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya. Renstra
disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus
menjaga fokus sasaaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Rancangan Renstra juga
berisikan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat

diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.
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1.2.  Landasan Hukum
Penyusunan Renstra SKPD dilandasi dasar hokum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat |
Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indoneisa Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5687), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);




10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

§ 74

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerinah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Propinsi, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peratuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencannaan, Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Propinsi
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18.

1.3

Sumatear Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera

Barat Nomor 79);

Surat Keputusan Kepala Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah
Propinsi Sumatera Nomor ......./BKPdR-2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) Biro Adminstrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi

Tahun 2021-2026.

Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis ( Rentra ) Biro Administrasi Pembangunan

Provinsi Sumatera Barat adalah untuk merumuskan kebijakan program dan kegiatan lingkup

Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat untuk dijadikan acuan dalam

pelaksanan dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan agar lebih efisien berdasarkan prinsip-

prinsip kepemerintahan yang baik (good governance).

Tujuan Rencana Strategis tahun 2021-2026 Biro Administrasi Pembangunan Setda

Provinsi Sumatera Barat adalah :

a. Pedoman untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan

RENSTRA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV. SUMBAR 2021-2026

Sumatera Barat setiap tahun untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi
perencanaan tahunan Biro Administrasi Pembangunan berdasarkan Renstra dan hasil
Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Biro Administrasi Pembangunan.
Menjadikan Renstra sebagai dasar pelaksanaan pembangunan khususnya Biro
Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, sehingga menjadikan Renstra
sebagai perangkat manajerial dan managemen perencanaan efektif, efisien dan
akuntabel dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Biro
Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya.

Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran setiap tahunnya
pada Biro Administrasi Pembangunan

Untuk mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi kepada masa
depan, serta peningkatan mutu berbagai produk perencanaan secara optimal.

Untuk mencapai sasaran yang meliputi kebijaksanaan program dan kegiatan yang
realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa yang akan datang.
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g. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Biro
Administrasi Pembangunan serta indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan yang

akan diwujudkan dalam program kegiatan setiaptahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2021-2026 ini terdiri dari 8 (delapan) bagian sesuai dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :
BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. Gambaran Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB IIl. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Biro Administrasi Pembangunan

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

3.5 Penentan Isu-Isu Strategis
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BAB IV.

BAB V.

BAB VI.

BAB VII.

BAB VIII

RENSTRA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV. SUMBAR 2021-2026

Tujuan dan Sasaran
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rumusan pemyataan strategi dan arah kebijakan Biro Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun
mendatang

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

Memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD

Penutup
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BAB Il

GAMBARAN PELAYANAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

21 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Pada Biro Administrasi Pembangunan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
menjadikan terbentuknya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubemur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi

Sumatera Barat. Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian

dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah dan wilayah, pelaporan

pelaksanaan pembangunan.
Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Biro Administrasi Pembangunan
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah,
pelaporan pelaksanaan pembangunan;

b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian
administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;

c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan
kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian
administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang
berkaitan dengan tugasnya.

RENSTRA BIRO ADMIISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV. SUMBAR 2021-2026
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Susunan organisasi Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari:

a. Kepala Biro Administrasi Pembangunan;

b. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, membawahi :

1) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
2) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN; dan
3) Sub Bagian Tata Usaha.

c. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, membawahi :

1) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah ;
2)  Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan
3)  Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III;

d. Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, membawahi :
1) Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah;
2)  Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
3)  Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah:

RENSTRA BIRO ADMIISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV. SUMBAR 2021-2026 '
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Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan

STRUKTUR ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
(Berdasarkan Peraturan Gubemur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020)
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SUB BAGIAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Tugas pokok masing-masing unit kerja berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75
Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun jumlah ASN yang akan melaksanakan tugas dan fungsi Biro
Administrasi Pembangunan berjumlah 30 orang, PTT 1 orang dan P3K sebanyak 5 orang. Uraian tugas
pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Tugas Pokok :
melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Tata Usaha.
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